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PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO 

NOMOR 8 TAHUN 2008 

TENT ANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2008 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

a. Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan 
asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
terjadi keadaan yang menyebabkan perqeseran antar unit organisasi, 
antara kegiatan dan antar jenis belanja, terutama keadaan yang 
menyebabkan Sisa Lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus 
digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran Belanja 2008, 
maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2008 ; 

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, maka perlu 
ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah . 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/ Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undahg Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569) ; 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 · Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ; · 
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4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang Nomor 21 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3988) ; 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyeleng-garaan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 
Nomor 4844) ; 
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12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4503) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4585); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ; 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan . Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten I Kata (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2008 

29. Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

30. Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata Mojokerto. 



5 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO 

dan 

WALIKOTA MOJOKERTO 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2008 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dengan rincian sebagai 
berikut: 

1 . Pendapatan 
a. Semula 
b. Bertambah 

Jumlah pendapatan setelah perubahan 

2. Belanja 
a. Semula 
b. Bertambah 

Jumlah belanja setelah perubahan 
Surplus/ (defisit) setelah perubahan 

Rp. 308.753.308.800,00 
Rp. 17.165.626.800,00 

Rp. 325.918.935.600,00 

Rp. 359.736.583.150,00 
Rp. 30.645.969.361,42 

Rp. 390.382.552.511,42 
Rp. (64.463.616.911,42) 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 

1) Semula Rp. 56.146.007.750,00 
2) Bertambah Rp. 12.406.581.561,42 --------- 

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 68.552.589.311,42 

b. Pengeluaran 
1) Semula Rp. 
2) Berkurang Rp. --------- 

Jumlah pengeluaran setelah perubahan 

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan 
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan 

5.162.733.400,00 
(1.073.761.000,00) 

Rp. 4.088.972.400,00 

Rp. 64.463.616.911,42 
Rp. 0,00 
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Pasal2 

Rp. 17.454.935.100,00 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Pendapatan asli daerah 

1) Semula 
2) Bertambah Rp. 1.381.994.500,00 

Rp. 271.108.823.100,00 

Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan 

b. Dana perimbangan 
1) Semula 

Rp. 18.836.929.600,00 

2) Bertambah Rp. 448.251.650,00 

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 271.557.074.750,00 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

1) Semula 
2) Bertambah 

Rp. 20.189.550.600,00 
Rp. 15.335.380.650,00 

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan 

Rp. 35.524.931.250,00 

4.318.430.000,00 
814.150.000,00 

Rp. 
Rp. 

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

pendapatan : 
a. Pajak Daerah 

1) Semula 
2) Bertambah 
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 5.132.580.000,00 

b. Retribusi 

1) Semula 

2) Bertambah 

Jumlah retribusi setelah perubahan 

Rp. 

Rp. 

7.802.968.700,00 

1.467.844.500,00 

Rp. 9.270.813.200,00 

c. Hasil Pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan 
1) Semula Rp. 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 

375.000.000,00 
0,00 

Jumlah hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan 

Rp. 375.000.000,00 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

1) Semula Rp. 
2) Berkurang Rp. 

4.958.536.400,00 
(900.000.000,00) 

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan 

Rp. 4.058.536.400,00 
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(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

pendapatan : 
a. Dana bagi hasil 
1) Semula 
2) Bertambah 

Rp. 21.826.043.100,00 
Rp. 448.251.650,00 

Jumlah bagi hasil setelah perubahan 

b. Dana alokasi umum 
1) Semula 
2) Bertambah I (berkurang) 

Rp. 22.274.294.750,00 

Rp. 222.501.780.000,00 
Rp. 0,00 

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan 
c. Dana alokasi khusus 
1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan 

Rp. 222.501.780.000,00 

Rp. 26.781.000.000,00 

Rp. 26.781.000.000,00 
Rp. 0,00 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Hibah 
1) Semula 
2) Bertambah 
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 7.933.294.000,00 

b. Dana darurat 
1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00 
Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0,00 

Rp. 3.999.000.000,00 
Rp. 3.934.294.000,00 

c. Dana Bagi Hasil Pajak 
1) Semula 
2) Bertambah 

Rp. 16.175.550.600,00 
Rp. 370.414.300,00 

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 16.545.964.900,00 

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus 
1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 
Jumlah penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 0,00 

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya 
1) Semula Rp. 15.000.000,00 
2) Bertambah Rp. 11.030.672.350,00 
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau 
dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 11.045.672.350,00 
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Pasal 3 

Rp. 222.226.204.700,00 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 
a. Belanja belanja tidak langsung 

1) Semula Rp. 137.510.378.450,00 

2) Bertambah Rp. 15.946.553.111,42 
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 153.456.931.561,42 

b. Belanja belanja langsung 
1) Semula 

Rp. 103.746.723.200,00 

2) Bertambah Rp. 14.699.416.250,00 
Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 236.925.620.950,00 

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis 

belanja: 
a. Belanja pegawai sejumlah 

1) Semula 
2) Bertambah Rp. 20.383.814.700,00 
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 124.130.537.900,00 

b. Belanja Bunga 
1) Semula Rp. 1.384.291.200,00 

2) Berkurang Rp. (638.739.000,00) 
745.552.200,00 Rp. 

0,00 
0,00 

Rp .. 
Rp .. 2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah belanja bunga setelah perubahan 

c. Belanja Subsidi 
1) Semula 

Rp. 17.264.367.600,00 
Rp. (955.843.500,00) 

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan 

d. Belanja Hibah 

1) Semula 
2) Bertambah 

Rp. 0,00 

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 16.308.524.100,00 

e. Belanja bantuan sosial 
1) Semula Rp. 1.303.760.000,00 
2) Bertambah Rp. 2.492.100.000,00 
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 3.795.860.000,00 

f. Belanja Bagi Hasil 

1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

Rp. 
Rp. 

0,00 
0,00 

Jumlah bagi hasil setelah perubahan Rp. 0,00 
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0,00 

13.811.236.450,00 
(5.334. 779.088,58) 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

2) Berkurang 

0,00 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 

�������� 
Jumlah bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 

h. Belanja tidak terduga 
1) Semula 

g. Belanja Bantuan Keuangan 
1) Semula 

Jumlah tidak terduga setelah perubahan Rp. 8.476.457.361,42 

Rp. 27.135.924.600,00 
Rp. (1.922.173.750,00) 2) Bertambah 

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: 
a. Belanja pegawai 

1) Semula 

Rp. 89.267.805.850,00 

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan 

b. Belanja belanja barang dan jasa 
1) Semula 

Rp. 25.213.750.850,00 

2) Bertambah Rp. 15.190.091.400,00 
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 104.457.897.250,00 

c. Belanja modal 
1) Semula Rp. 105.822.474.250,00 
2) Bertambah Rp. 1.431.498.600,00 
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 107.253.972.850,00 

Pasal4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari: 
a. Penerimaan sejumlah 

1) Semula Rp. 56.146.007.750 ,00 
2) Bertambah Rp. 12.406.581.561,42 
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 68.552.589.311,42 
b. Pengeluaran sejumlah 
1) Semula Rp. 5.162.733.400,00 
2) Berkurang Rp. (1.073. 761.000,00) 
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 4. 088. 972.400, 00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : 
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah 

1) Semula Rp. 51.496.007.750,00 
2) Bertambah Rp. 12.119.081.561,42 
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan 

Rp. 63.615.089.311,42 
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4.000.000.000,00 
0,00 

4.000.000.000,00 Rp. Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan 

b. Pencairan dana cadangan sejumlah 
1) Semula Rp. 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. --------- 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah 
1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 
setelah perubahan Rp. 0,00 

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah 
1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 --------- 
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah 
1) Semula Rp. 650.000.000,00 

287.500.000,00 2) Bertambah Rp. -------- 

Rp. 
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman 
setelah perubahan 

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah 
1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 

--------- 
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 

937.500.000,00 

0,00 

0,00 
0,00 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: 
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah 

1) Semula Rp. 
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah 
1) Semula Rp. 2.350.000.000,00 
2) Berkurang Rp. (2.000.000.000,00) 
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah 

0,00 

Rp. 

1.337.733.400,00 
638.739.000,00 

setelah perubahan 

c. Pembayaran pokok utang sejumlah 
1) Semula 
2) Bertambah 

Rp. 
Rp. -------- 

350.000.000,00 

Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. 1.976.472.400,00 



11 

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah 
1) Semula Rp. 1.475.000.000,00 
2) Bertambah Rp. 287.500.000,00 
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahaan Rp. 

Pasal5 

1.762.500.000,00 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 

3. Lampiran Ill Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja 
keterpaduan Urusan Pemerintahan 
Pengelolaan Keuangan Negara; 

Daerah untuk Keselarasan dan 
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka 

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka 
Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah; 

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 

9.Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah. 

Pasal6 

Walikota Mojokerto menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. 
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Pasal7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 
pad a tanggal 15 September 2008 

PJ. WAt:lt(OTf\ MOJOKERTO 

Ml,IL Y,ADI WR. 

Diundangkan di Mojokerto 
Pada tanggal 15 September 2008 

SEKRIETARI.SDAERAH KOTA MOJOKERTO 

ttd 

Ir. SUYITNO. M.S11. 
Pembina Utama Mudla 

NII P. 018101 10710 846 

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2008 NOMOR 3/A 

Salllfllan sesual dengain asllnya KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ttd 

PUDJIHARDJONO,SH 
NIP. 196007291 1985U3 1 007 


